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PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 
NOMOR 9 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  

DAERAH (RPJPD) KOTA BANJAR TAHUN 2005-2025 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA  BANJAR, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, 
perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi 
dan arah pembangunan daerah; 

b. bahwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah 
wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota 
Banjar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025. 

 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4817); 

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4725); 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KOTA  BANJAR 

DAN 

WALIKOTA BANJAR 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA 
BANJAR TAHUN 2005-2025. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Banjar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Banjar. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjar. 
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja 

Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang 
daerah. 

6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat 
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil 
pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat 
maupun penanggung risiko. 

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 
tersedia. 

8. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 
rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen 
perencanaan selama periode 1 (satu) tahun. 

9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus 
dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah. 

10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit 
kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik 
berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
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kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya, sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar yang 
memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar yang 
memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan 
RPJP Nasional dan RPJM Nasional. 

14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kota Banjar untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja 
OPD adalah rencana pembangunan tahunan organisasi perangkat daerah Kota 
Banjar yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN 
 

Pasal 2 
 

RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025 merupakan : 
a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan 
arah kebijakan keuangan daerah; dan 

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi 
seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan 
pembangunan daerah yang berkesinambungan. 

 
 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 3 

 
Maksud dan tujuan penetapan RPJPD adalah untuk menetapkan dokumen 
perencanaan sebagai pedoman dalam : 
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, 

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Daerah, Rencana Kerja (Renja) OPD, dan perencanaan 
penganggaran; 

b. Penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD 
serta perencanaan penganggaran Kota Banjar; dan 

c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu 
antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang 
berbatasan. 
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BAB IV 
SISTEMATIKA 

 
Pasal 4 

 
Sistematika RPJP Daerah meliputi :  
a.  BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maksud dan 
tujuan penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan 
lainnya dan sistematika penulisan. 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM  
Memuat tentang uraian sejarah, gambaran umum perkembangan 
Kota Banjar dan isu-isu strategis perkembangan Kota Banjar 20 
tahun ke depan.  

c. BAB III : VISI DAN MISI DAERAH  
Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan Kota Banjar 
selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.  

d. BAB IV  :  ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
Bab ini berisi tentang uraian penjelasan arah, tahapan dan skala 
prioritas pembangunan jangka panjang Kota Banjar selama 20 (dua 
puluh) tahun ke depan.  

e. BAB V :  PENUTUP  
 
 

BAB V 
ISI DAN URAIAN RPJPD 

 
Pasal 5 

 
Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam 
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjar 
Nomor 47 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Kota Banjar Tahun 2004-2009, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. 
 

 

Disahkan di Banjar 
pada tanggal 29 Juli 2009  

 

WALIKOTA BANJAR, 

 

ttd 

 

H. HERMAN SUTRISNO. 

 

 

 

Diundangkan di Banjar 
pada tanggal 30 Juli 2009  
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 
 
 
ttd 
 

R. SODIKIN  

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


